
Menimbang 

Mengingat 

PROVINS! JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 61 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

ISALINANI 

a. bah wa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ken dal Tahun 2020 
dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya 
ketidaksesu aian dengan perkembangan keadaan, maka 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ken dal Tahun 
2020 dipandang perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jan gka Menengah Daera h, dan Rencana Kerja 
Pemerin tah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h u ruf a dan h uruf b , maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Ta hun 2020; 

1. Undang-Unda ng Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentu kan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah <hub~ dengan 
Un dang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Kabu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
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Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

tentang 
Republik 

Lernbaran 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta ng Sistern 
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 12 Tahu n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu a Atas 
Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12,13,14 dan 15 dari Hal Pernbentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah un 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1, 
Tambahan Lernbaran Negara republik Indonesia Nomor 
4817); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lernbar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61 78); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 199); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20 15 ten tang Rencana 
Pem bangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
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Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Oaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 3, Tambahan Berita Oaerah Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah N omor 88) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahu n 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 201 6 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 20 16 -2021 (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016-202 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2018 Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang 
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38); 

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 (Serita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 
43); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL 
TAHUN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara Pemerintah an Daerah 
pelaksanaan urusan pemerin tahan 
kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Kendal. 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menja di 

4 . Perangkat Daerah adalah unsu r pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintah an yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal. 

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sum ber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang n yata, baik dalam a spek pedapatan, 
kesempatan kerja, lapangan berusah a, akses terhad ap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 

7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingka t 
RKP, adalah dokumen peren canaan nasional untu k 
periode 1 (satu) tahun. 
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8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJ PD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
u n tuk periode 20 (dua puluh) tahun terh itung sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan J angka Menengah 
Kabupaten Ken dal yang selanjutnya disebut 
adalah dokumen perencanaan pembangunan 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

Daerah 
RPJMD 
daerah 

10. Rencan a Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanju tnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra PD adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebu t Renja PD ad alah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah u n tuk periode 1 (satu ) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pad a akh ir periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . 

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi 
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bad an 
Perencanaan, Penelit ian dan Pengembangan . 

BAB II 

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA PERUBAHAN 
RKPD TAHUN 2020 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD 
Tahun 2020. 

Pasal 3 

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 2 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. 
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020. 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH. 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH. 
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH. 
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BAB VI : PENUTUP. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa l 2 menjadi : 

a. pedoman penyusunan dan dasar penetapan Perubahan 
Renja PD Tahu n Anggaran 2020; dan 

b. pedoman penyusunan Keb ijakan Umum Perubaha n APBD 
Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara. 

Pasal 5 

Perubahan RKPD Ta hun 2020 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagaiman a tercantum dalarn Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang m engetahuinya, memerinta hkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 5 Agustus 2020 

BUPATI KENDAL, 

cap ttd 

M IRNA ANNISA 

Diundangkan d i Kendal 
Pada tanggal 5 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN2020NOMOR 6 1 
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